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Tentang
KEGIATAN PENYUSUNAN
DOKUMEN PENGEMBANGAN UMKM (Blue Print UMKM)
KOTA BONTANG

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat
di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bontang, yang bertanda tangan di bawah
ini :

1. Auliansyah,M.Si, Direktur Yayasan Ekonomi Keanekaragaman Hayati Laut
Indonesia Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan
Ekonomi Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia berkedudukan di Samarinda,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

1l H. Kamilan, SP. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Koperasi
Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara
bersama-sama sepakat untuk kerjasama swakelola Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan

Dokumen Pengembangan UMKM (Blue Print UMKM) Kota Bontang dengan ketentuan
dan syarat yang tercantum dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama di bidang Kegiatan Penyusunan Dokumen
Pengembangan UMKM (Blue Print UMKM) sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan
masing-masing.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1). Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah PARA PIHAK sepakat untuk
melakukan kegiatan yang sinergis dan saling menguntungkan dalam melaksanakan

tugas dan fungsi masing-masing untuk mengembangkan Kegiatan Penyusunan
Dokumen Pengembangan UMKM (Blue Print UMKM).
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(2). Perjanjian kerjasama ini didasarkan pada prinsjp lfesetaraan dalam keadilan,
keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan spritualitas.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam ruang lingkup pelaksanagn Tri Dhgrma
Perguruan Tinggi yang meliputi pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Kegiatan
Penyusunan Dokumen Pengembangan UMKM (Blue Print UMKM).

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(a) Perjanjian kerja sama ini menempatkan kewajiban pada PIHAK PERTAMA untuk
Menyusun Kajian Dokumen Pengembangan UMKM (Blue Print UMKM) yang
kemudian diseminarkan melalui Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan
Laporan Akhir melalui pola Focus Group Discusion (FGD). .

(b) Pihak Pertama berhak untuk mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan
kepada pihak kedua setelah selesai pembuatan Dokumen dibuktikan dengan
penyerahan Dokumen Pengembangan UMKM (Blue Print) yang terdiri atas
Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir.

(c) Pihak Kedua memiliki Hak Atas Dokumen Pengembangan UMKM (Blue Print
UMKM) untuk digunakan dalam penyusunan kebijakan.

(d) Pihak Kedua memiliki kewajiban untuk membayarkan hasil pekerjaan setelah
dinyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan.

Pasal 5

PARA PIHAK secara bersama menyediakan fasilitas untuk kegiatan dalam bidang
Kegiatan Penyusunan Dokumen Pengembangan UMKM (Blue Print UMKM).

Pasal 6
MASA BERLAKU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya
surat perjanjian ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi bersama.
PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

a. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang
lagi.
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b. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta
ayat-ayat Perjanjian Kerjasama ini.

c. Adanya Force Majeur yang menyebabkan tidak mun

| For gkin dilaksanakannya
kembali Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7

KOORDINASI

(1) PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi s
dalam masa perjanjian ini untuk membahas
timbul dalam kaitannya dengan kerjasama y

ekurang-kurangnya 3 (tiga) kali
permasalahan dan perkembangan yang
ang dijalin.

(2) Dalam melaksanakan kerjasama, PARA PIHAK ak
Stake Holder yang berkaitan dengan kegiatan ini.

an berkoordinasi dengan para
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Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian
Kerjasama ini.

(2) PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi dalam masa perjanjian Kerjasama
ini

Pasal 9

PERSELISIHAN
Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini,

kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN

1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia.

2. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri
maupun bersama-sama.

3. Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam
perjanjian terpisah yang disepakati oleh PARA PIHAK atas dasar niat baik.

4, Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan
ditandatangani oleh PARA PIHAK.

5. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan kedua belah pihak, kecuali bila
dinyatakan untuk dibuka berdasarkan hukum yang berlaku.

Pasal 11
PENUTUP

(1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan
bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-
masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk

dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
£ inda, , Kepala Dinas

H. Kamilan, SP.
NIP. 196507031988031013
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